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Anu diskriminasi tidak cukup sekedar dijamin perlindungannya dalam
undang-undang, melainkan juga harus dipastikan penegakan hukumnya.
Begitu juga teks Konstitusi yang menjamin sikap anti diskriminasi harus menjadi
kenyataan hidup, cara bersikap dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara
Oleh karena itu, seperti yang ditulis dalam buku ini bahwa agenda pendidikan,
sosialisasi dan pembudayaan sikap anti diskriminasi, sikap kesetaraan harus
menjadi cita-cita sosial kita bersama. Buku ini secara komprehensif membahas
tentang pentingnya hukum dalam perspektif vang ideal yang menyentuh sampai
pada cita hukum dikaitkan dengan prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi
manusia. Saya menyambut gembira dan memberikan apresiasi setinggi-
tingginya atas diterbitkannya buku ini. Harapan saya buku ini dapat menjadi
sebuah karya yang mampu membuka cakrawala pemikiran dan menjadi salah
satu karya tulis yang dapat merangsang para pembaca untuk memahami
dinamika perkembangan hukum tata negara di Indonesia, khususnya hukum hak
asasimanusiasecara komprehensif.
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Armiwulan Sochmawardiah yang pada sidang promosi Doktor pada
tanggal 28 Marer 2013 telah berhasil dan telah resmi menyandang gelar
Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Saya juga mengucapkan
selamat kepada Universitas Surabaya di mana saudari Hesti sebagai staf
pengajar andalan, mudah-mudahan Fakultas Hukum Universitas Surabaya
terus dan semakin berkembang seiring dengan bertambahnya dosen yang
telah bergelar Doktor. Selamat untuk keluarga besar Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena saudari Hesti pernah menjadi
wakil ketua/anggota Komnas HAM. Selamat juga untuk para aktivis, kita
semua bersyukur telah bertambah seorang akrivis, pekerja sosial yang juga
sekaligus ilmuwan, intelektual yang berusaha untuk menggeluti secara
akademis persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia, khususnya
yang menyoroti mengenai diskriminasi. Saya anggap ini merupakan suatu
sumbangan penting dan kita semua memerlukan banyak ahli tidak hanya
di bidang HAM tetapi juga ahli yang menggeluti isu-isu diskriminasi dan
juga mengenai kesetaraan.

Isu-isu diskriminasi, kebebasan dan perihal kesetaraan merupakan
roh dari sistem demokrasi yang ingin dibangun di Indonesia di tengah
pluralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, kunci dari
roh demokrasi itu sangat bergantung pada cara manusia Indonesia bersikap
menghormati kemanusiaan yang diwujudkan dalam sikap sesama manusia
saling menghormati, adil dan beradab sesuai dengan Sila kedua Pancasila
sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Scbagimana telah diketahui
bahwa negara demokrasi modern adalah negara yang berdiri di atas basis
kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan yang diidealkan.
Organisasi negara diperlukan agar kepentingan mercka dapat dilindungi
atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme
negara. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh William G.Andrews dalam
bukunya yang berjudul Constitutions and Constitutionalism, yairu: “The
members of political community have, by definition, common interest



which they seek to promote or protect through the creation and use of the
compulsary political mechanism we call the state™.!

Pada umumnya masyarakat suatu negara terdiri dari berbagai macam
kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda yang jika tidak diatur
dan diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali
pada kondisi pra negara. Maka salah satu fungsi negara adalah memenuhi
kepentingan warga negara sekaligus melindungi kepentingan warga negara
yang lain. Negara diberi kekuasaan untuk mempromosikan kepentingan
warga negara dan mengatur pemenuhan kepentingan tersebut atau bahkan
membatasinya jika dapat merugikan kepentingan warga negara yang lain. Jika
negara hanya mempromosikan kepentingan sekelompok warga negara saja,
maka akan menjadi negara kelas yang melzhirkan getakan-gerakan sosialisme-
komunisme. Dari uraian di atas tergambar adanya keterkaitan antara
demokrasi dengan hak asasi manusia. Salah sary prinsip demokrasi adalah
menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia uneuk semua
orang sebagai wujud dari prinsip kedaularan rakyat. Hal ini berarti bahwa ada
tiga hal penting yang menjadi kunci dari hak asasi manusia yang sekaligus juga
kunci dari demokrasi yaitu anti diskriminasi, kebebasan dan kesetaraan.

Perihal kebebasan yang merupakan hakekat dari hak asasi manusia
dalam konteks kehidupan bernegara berlaku suatu teori yang mendasarkan
pada pra anggapan bahwa rakyat itu adalah individu yang bebas sampai
ada pembatasan oleh undang-undang. Teori ini dikenal dengan sebutan
presumption of liberty.? Makna dari teori presumption of liberty adalah
rakyat dianggap sebagai manusia bebas sampai adanya undang-undang
yang membatasi kebebasannya. Oleh karena itu, beban untuk pembuktian
mengenai konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas undang-undang
harus diletakkan di pundak negara yang menetapkan undang-undang itu
menjadi mengikat untuk umum, Menurut Barnett: “Such a presumption
is unfair, and suggests that government should be forced to prove
that law violating liberty are necessary in proper, in what he calls the
presumption of liberty”.> Asumsi dasar yang dipakai, menurutnya sangat
tidak adil menempatkan warga negara yang tentunya mempunyai posisi
yang lebih lemah daripada negara (state) harus membukeikan dalilnya
tanpa membebani negara dengan kewajiban yang harus seimbang untuk

' William G. Andrews, Constirutions and Constitutionalism, 3rd Edition, New Jersey, Van

Nostrand Company, 1968, hal. 9,

*  Lihat Restoring the Lost Constitution: The Presumption of Liberty, Princeton University Press,
Princeton, 2004. Buku ini mendapar penghargaan “The Lysander Spooner Book Award” sebagai
“the best book on liberty for 2004,

> Ibid, hal. 153.
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anti diskriminasi, sikap kesetaraan harus menjadi cita-cita sosial kita bersama,
Terkait dengan uraian tersebut ada hal yang cukup penting juga dibahas
dalam buku ini adalah mengenai posisi hukum dalam hubungannya dengan
jaminan perlindungan hak setiap orang atas kebebasan, anti dikriminasi dan
kesetaraan. Buku ini secara komprehensif membahas tentang pentingnya
hukum dalam perspektif yang ideal yang menyentuh sampai pada cita
hukum dikaitkan dengan prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi manusia.
Oleh karena itu, untuk melengkapi pembahasan mengenai hukum dalam
konteks demokrasi dan hak asasi manusia, saya ingin menyinggung beberapa
hal mengenai hakekar hukum, termasuk yang berhubungan dengan
perspekdif pembangunan hukum dan penegakan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip-prinsip negara hukum selalu
berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara.
Profesor Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara
hukum formal atau negara hukum klasik, dan negara hukum material atau
negara hukum modern. Negara hukum formal menyangkut pengertian
hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan
perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan
perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertriban. Tipe
negara hukum klasik atau negara hukum tradisional ini dikenal dengan
istilah negara penjaga malam. Sedangkan yang dimaksud sebagai negara
hukum material mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan
di dalamnya. Tugas negara dalam hal ini tidak hanya menjaga ketertiban
dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat
sebagai bentuk keadilan (weffarestate).?

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang dikemukakan oleh
para pakar hukum dan melihat kecenderungan perkembangan negara
hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk
mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok
sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Keduabelas
prinsip dimaksud adalah:®

1. Supremasi hukum (Supremacy of law)

2. DPersamaan dalam Hukum (Equality before the law)

3. Asas Legalitas (Due Process of Law)

4. Pembatasan kekuasaan

5. Organ-organ Penunjang yang independen

> Utrecht, Pengantar Fukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta, Ichtiar, 1962, hal. 9).
Uraian masing-masing prinsip negara hukum, lihat Jimly Asshiddigie, Komstitusi dan
Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia dan Pusat Studi Hukum tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004,
hal. 124-130).
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BAB |
LATAR BELAKANG

untutan memperjuangkan penghapusan diskriminasi yang tegjadi

di Indonesia terhadap kelompok rentan’, kelompok minoritas® juga
kelompok-kelompok masyarakat yang termarjinalkan® semakin banyak
* disuarakan secara terbuka. Berbagai gerakan menentang diskriminasi
secara sistimatis dan terus menerus dilakukan oleh berbagai kelompok
masyarakat termasuk juga oleh kelompok masyarakat etnis Tionghoa.
Pada prinsipnya mereka menuntut adanya jaminan perlindungan hukum
dan pemenuhan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminarif.

Dalam terminologi hak asasi manusia, prinsip kesetaraan dan anti
diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Universal Declaration of
Human Rights (UDHR) sebagai berikur: “All human beings are born
free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and
conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”.
Dalam ketentuan Pasal 1 UDHR tersebut dapat dipahami tentang prinsip
kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Ditentukan dalam Pasal T tersebut
bahwa pada hakekatnya setiap orang sejak dilahirkan adalah individu yang
bebas, setiap orang mempunyai harkat dan martabat yang sama. Hal ini

' Istilah kelompok rentan digunakan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU
Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886. Lihar Penjelasan
Pasal 3, menentukan bahwa yang dimaksud kelompok masyarakasr yang rentan adalah orang
lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacar.

! Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan The International Covenant on Civil and
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), UU Nomer 12 Tahun
2003, LN Tahun 2005 Notmor 119, TLN Nomeor 4558, Pengertian kelompok minoritas dapar
dipahami dari ketentuan Pasal 27 sebagai berikur: “In those States in which ethnic, religious or
lmguxsuc minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the righ,
in community with other members of their group, 1o enjoy their own culture, to profess and
practice their own religion, o1 to use their own language™.

*  Marginal diterjemahkan sebagai “berkenaan dengan tepi atau pinggir” lihar dalam Pever Salim,
Advanced English-Indonesian Dictionary, Third Edition, Jakarta, Modern English Press, 1991.
Sedangkan marjinalisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer diartikan schagai
pembatasan atau upaya membatasi. Kelompok marjinal atau kelompok masyarakar yang
terpinggirkan adalah kelompok masyarakat yang keberadaannya seringkali diabaikan schmga
kemungkinan besar kelompok tersebut seringkali tidak memperoleh perfakuan yang adi asan
memperoleh perlakuan diskriminatif.
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